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MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI TAIPEI, JAKARTA, INDONESIA
DENGAN |
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
TENTANG |
KERJASAMA METROLOGI

Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta, Indonesia dan Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia di Taipei, secara bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”
dan secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”.

MENIMBANG kepentingan bersama untuk menyelenggarakan dan membina kerjasama
teknis dalam semangat persamaan dan saling menguntungkan;

MENGINGAT hukum dan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing;
MEMUTUSKAN kesepahaman sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Berpedoman kepada kepentingan ekonomi bersama, para Pihak setuju untuk
melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini dengan maksud dan tujuan sebagai
berikut:
1. Mendukung pertukaran tenaga ahli dan pertukaran informasi di bidang
metrologi antara Para Pihak;

2. Menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip dan norma yang
dikembangkan oleh Organisasi Metrologi Internasional;

3. Melaksanakan proyek dan prakarsa kerja sama di bidang Metrologi .
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Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak setuju untuk melaksanakan proyek dan prakarsa kerjasama di bidang
metrologi sebagai berikut:

1. Pertukaran informasi kemetrologian: pertukaran hukum, peraturan, dan
dokumen teknis relevan lainnya;

2. Konsultasi hukum dan peraturan metrologi: konsultasi dalam kerangka
pengembangan peraturan;

3. Perbandingan standar ukuran: perbandingan standar ukuran untuk
mengevaluasi keakurasian dan ketertelusurannya;

4. Kerjasama standar ukuran, mencakup:

(1) Melakukan penelitan bersama dan merancang metode dan prosedur
pengukuran baru; dan

(2) Mengkaji prinsip dan metode baru untuk pengembangan standar ukuran.

5. Pertukaran dan Pelatihan tenaga ahli: pertukaran pegawai Pemerintah dan
tenaga ahli (rencana jangka pendek), khususnya untuk mengerjakan proyek
bersama, pendidikan, studi banding, pelatihan, pertukaran informasi dan hal-
hal lainnya.

Pasal 3
INSTANSI PELAKSANA

1. Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta, Indonesia: the Bureau of
Standards Metrology and Inspection (BSMI) Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan;
dan

2. Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei: Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Indonesia.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN

1. Selama periode pertukaran dan pelatihan tenaga ahli, biaya transportasi
internasional/lokal dan biaya keperluan sehari-hari (konsumsi dan akomodasi)
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ditanggung oleh Pihak pengirim. Masing-masing Pihak harus menanggung sendiri
biaya yang dikeluarkan selama pertukaran dan pelatihan tenaga ahli, termasuk
asuransi kesehatan dan asuransi umum.

2. Pembiayaan terhadap berbagai kegiatan sebagai konsekuensi dari Memorandum
Saling Pengertian ini akan disepakati bersama berdasarkan kasus per kasus.

Pasal 5
KERAHASIAAN

Para Pihak harus menjamin kerahasiaan terkait dokumen dan informasi yang diterima
dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini. Informasi ini hanya bisa diberikan
pada Pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak yang
memberikan informasi.

Pasal 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini, tetap menjadi milik Pihak tersebut.

2. Setiap hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan dalam
Memorandum Saling Pengertian ini menjadi milik bersama, dan untuk pengaturan
terpisah diputuskan antara Para Pihak.

Pasal 7
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

Siapapun yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan Memorandum Saling
Pengertian harus menghormati independensi politik, kedaulatan dan teritorial Negara
tuan rumah, dan harus menghindari kegiatan apapun yang tidak sesuai dengan tujuan
dan sasaran Memorandum Saling Pengertian ini.



Pasal 8
KONDISI DARURAT (FORCE MAJEURE)

1. Keterlambatan atau kegagalan apapun dari salah satu Pihak dalam pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini, bukan merupakan kelalaian dari Pihak tersebut
atau yang dapat menimbulkan klaim ganti rugi apabila keterlambatan atau
kegagalan kinerja tersebut disebabkan oleh kondisi darurat (Force Majeure).

2. Pihak yang terkena dampak Force Majeure harus memberitahu Pihak lain
secepatnya (tanpa penundaan) dan menyampaikan Pihak lain sejauh mana
dampak Force Majeure dan periode waktu pelaksanaan kegiatan harus

diperpanjang.

Pasal 9
PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak setuju bahwa mereka harus melakukan usaha terbaik untuk menyelesaikan
suatu sengketa atau perbedaan pendapat di antara mereka, yang timbul dari atau
berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini, secara damai melalui diskusi
dan konsultasi bersama. Konsultasi tersebut harus dilakukan dengan itikad baik.

Pasal 10
KONTAK PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak harus menunjuk kontak penghubung, untuk melakukan
komunikasi secara berkala dalam menjalankan Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 11
MULAI BERLAKU, AMANDEMEN DAN MASA BERAKHIR

1. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal
penandatanganan dan akan tetap berlaku kecuali diakhiri melalui pemberitahuan



tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling sedikit 6 (enam) bulan
sebelum tanggal efektif berakhirya Memorandum Saling Pengertian.

2. Kapanpun terjadi amandemen dan/atau revisi untuk Memorandum Saling
Pengertian ini, harus disepakati bersama oleh Para Pihak secara tertulis.
Amandemen dan/atau revisi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Memorandum Saling Pengertian ini.

3. Berakhirmya Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi
keabsahan dan durasi dari setiap aktivitas yang sedang berlangsung. di bawah
Memorandum Saling Pengertian ini hingga penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut,
kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya.

DEMIKIANLAH, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Kantor
Dagang dan Ekonomi Indonesia (IETO) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipel
(TETO), telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Ditandatangani dalam dua rangkap di Taipei, Taiwan pada 24 Agustus 2018 dalam
Bahasa Mandarin, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki
keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam

Bahasa Inggris yang wajib berlaku.

Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi
Taipei, Jakarta, Indonesia Indonesia di Taipei

A

John, C. Chen Robert Jamks Bintaryo



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE, JAKARTA, INDONESIA
AND
THE INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI
FOR
COOPERATION IN METROLOGY

The Taipei Economic and Trade Office, Jakarta, Indonesia (TETO) and The Indonesian
Economic and Trade Office to Taipei (IETO) hereinafter referred to collectively as the

“Parties’, and individually as a "Party”.

CONSIDERING their common interest to promote and foster techical cooperation in spirit of
equality and mutual benefit;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;
HAVING REACHED the following understanding:

Article 1
PRINCIPLES AND OBJECTIVES

Being guided by their joint economic interest, the Parties agree to implement this
Memorandum of Understanding (MOU) with the principles and objectives of :
1. Promoting the exchange of experts and information in the field of metrology between
the Parties;
2. Reaffirming their commitment to the principles and norms developed by international
organizations for metrology;
3. Implementing cooperation projects and initiatives in the fields of metrology.

Article 2
SCOPE OF COOPERATION

The Parties agree to implement the following cooperation projects and initiatives in the fields
of metrology:
1. Exchange of metrological information: exchange of laws, regulations, and other
relevant technical documents;
2 Consultation of laws and regulations on metrology: consultations on developing
regulatory framework;
3. Measurement standards comparison: comparisons of measurement standards to
evaluate their accurancy and traceability;
4. Measurement standards cooperation:
(1) Joint research work and devising of new measuring methods and procedures;
and,
(2) Studies of new principles and methods to improve primary standards.
5. Expert exchange and training: exchange/short-term stay of government officials and
experts, in particular for the implementation of joint project, lectures, informational
visits, studies, information exchange and other events.
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Article 3
IMPLEMENTING AGENCY

1. For TETO: the Bureau of Standards Metrology and Inspection (BSMI) of the Ministry of
Economic Affairs; and |
> For IETO: Directorate General of Consumer Protection and Trade Compliance, Ministry of

Trade.

Article 4
FINANCIAL RESPONSIBILITIES

1. During the period of expert exchange and training, the cost of international/local
transportation and subsistence (food and accommodation) shall be borne by the sending
Party. Each Party shall be responsible for its own cost incurred by the expert exchange
and training, including health care and general liability insurance.

2 Financing of the various activities initiated under this MOU will be jointly agreed to on a
case-by-case basis.

Article 5
CONFIDENTIALITY

The Parties shall ensure confidentiality concerning documents and information received
within the framework of this MOU. This information can only be transferred to a third party
after gaining the written consent of the Party that provided the information.

Article 6
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Any intellectual property brought by a Party for the implementation of this MOU shall
remain the property of that Party.

2. Any intellectual property rights resulted from activities under this MOU shall be jointly
owned and subject to separate arragement concluded between the Parties.

Article 7
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES

Any person engaged in activities related to this MOU shall respect political independence,
sovereignty, and territorial of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with
the purpose and objectives of this MOU.

Article 8
FORCE MAJEURE

1. Any delay in or failure in the implementation of this MOU by either Party shall not
constitute default by such Party or give rise to any claim for damages against it if such
delay or failure of perfomance is caused by Force Majeure.

2. The Party affected by the Force Majeure event shall notify the other Party without delay
and shall advise the other Party as to the extent and presumable duration of the Force
Majeure event; and the time for the performance of that obligation shall be extended
accordingly.
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Article 9
DISPUTE SETTLEMENT

The Parties agree that they shall use their best endeavour to settle any dispute or difference
of opinion between them, arising from or connected with this MOU, amicably through mutual
discussions and consultations. Such consultations shall be conducted in good faith.

Article 10
CONTACT POINTS

Each Party shall designate a contact point for regular communication to implement this MOU.

Article 11
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT AND TERMINATION

1. This MOU shall enter into force on the date of its signing and will remain in force unless it
is terminated through a written notice from one Party to the other Party at least 6 (six)
months prior to the intended date of termination.

2. Any amendment and/or revision to this MOU at any time shall be mutually agreed upon
by the Parties in writting. The amendment and/or revision shall form an integral part of
this MOU.

3 The termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any on-going
activities made under this MOU until the complection of such activities unless the Parties
decide otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this
MOU.

Done in duplicate in Taipei, Taiwan on the 24" of August the year 2018 in Chinese,
Indonesian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence
in interpretation, the English text shall prevail.

For the Taipei Economic and Trade For the Indonesian Economic and
Office, Jakarta, Indonesia Trade Offic Taipei

/

n C. Chen Robert J. Bintaryo
Representative Representativ









